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Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, lahirlah 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah yang 

telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak 

daerah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan 

kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Banjar, seta untuk menggambarkan keadaan di lapangan dengan lebih spesifik dan 

mendalam. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 

kuantitatif dengan studi deskriptif. Karenanya, untuk memperoleh data yang 

diperlukan, penulis melakukan survei dan wawancara langsung ke Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar. 

Dengan teknik penelitian yang digunakan, penelitian ini menghasilkan 

temuan-temuan: Pertama : tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banjar tahun 2016-2020 

secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan 

rata-rata persentase sebesar 107,34%. Kedua : Kontribusi penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016-2020 secara keseluruhan menunjukkan 

kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata presentase sebesar 

3,086%. Ini dikarenakan wilayah Kabupaten Banjar kebanyakan perdesaan 

sehingga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) masih rendah sehingga potensinya jadi 

tidak terlalu tinggi. Ketiga : Pemerintah Kabupaten Banjar dalam penerapan pajak 

sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal itu di buktikan dengan melakukan 

pungutan secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. 

  


